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GAKKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP TUTUP TEMPAT 

PEMBUANGAN SAMPAH ILEGAL DI BANTARAN SUNGAI CISADANE 

 

Jakarta, 9 Desember 2024 – Menindaklanjuti aduan masyarakat terkait kegiatan pembuangan 

sampah ilegal, Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup menutup lokasi seluas 0,2 Ha yang 

berada di bantaran Sungai Cisadane, Serpong, Kota Tangerang Selatan pada Minggu, 8 

Desember 2024. Penutupan dilakukan oleh tim Pengawas Lingkungan Hidup Gakkum bersama 

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang Selatan, Camat Serpong, Lurah Serpong, Polsek 

Serpong dan Danramil Tangerang Selatan.  

 

Direktur Jenderal Gakkum LHK dan Plt. Deputi Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan 

Hidup, Rasio Ridho Sani, menyatakan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup menerima 

informasi terkait aktivitas pembuangan sampah ilegal yang dikelola oleh perserorangan di lokasi 

tersebut. “Open dumping sampah di bantaran sungai akan berpotensi mencemari sungai, 

apalagi saat ini sedang musim hujan,” jelas Rasio, “Berdasarkan informasi yang kami 

kumpulkan, sampah diterima dari perumahan di wilayah Tangerang Selatan. Oknum menerima 

uang dari truk yang membawa sampah dan kemudian memilah sampah untuk kemudian dijual 

kembali.” 

 

Rasio juga menegaskan bahwa jika ditemukan unsur pidana, Penyidik Pegawai Negeri Sipil 

(PPNS) akan melakukan penyidikan dan memproses pelaku sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. Terhadap pembuangan sampah ilegal, akan ditindak dan dilakukan proses penegakan 

hukum sesuai dengan Pasal 98 dan/atau Pasal 104 Undang -Undang RI No 32 Tahun tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan ancaman pidana penjara paling lama 

10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) jo. 

Pasal 40 Undang- Undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dengan ancaman 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima 

miliar rupiah). 

 

Penegakan hukum pidana terhadap pembuangan sampah ilegal juga telah dilakukan dalam 

beberapa kasus. Untuk kasus yang telah berkekuatan hukum tetap (incraht), yaitu TPA ilegal di 

Desa Buwek Raya, Bekasi, terpidana Anton (60 tahun) dijatuhi hukuman pidana 6 tahun penjara 

dan denda sebesar Rp 3 miliar. Sementara itu, dalam kasus TPA ilegal di Kota Tangerang, 

terdakwa Muhammad Subur (61 tahun) dan Ahmad Gojali (56 tahun) masing-masing divonis 1 

tahun penjara dan denda sebesar Rp 1 miliar. 
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Direktur Pengaduan Pengawasan dan Sanksi Administrasi Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

Ardyanto Nugroho, menyampaikan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup melayani 

pengaduan masyarakat melalui kanal Whatsapp dengan nomor 0811-1043-994, email 

pengaduan.gakkum@menlhk.go.id, dan situs pengaduan.menlhk.go.id. Partisipasi masyarakat 

sangat berarti dalam mencegah maupun menghentikan tindak pencemaran lingkungan hidup. 

“Kami siap melakukan penindakan hukum terhadap pelaku pencemaran dan mendorong 

pemerintah daerah untuk melakukan hal yang sama demi kelestarian lingkungan,” ungkap Ardy. 
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Dokumentasi Kegiatan Penutupan Lokasi pada Minggu, 8 Desember 2024 
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Foto Udara Lokasi Tempat Pembuangan Sampah Ilegal di bantaran Sungai Cisadane 

 

 


